ABSTRAK

JANJAN: Perjodohan Pakssa Pada Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Anak di Kecamatan
Cikadu Kabupaten Cianjur)

Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang
No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan
harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan pasal 7 ayat 1
menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila kadua mempelai pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi pada praktinya yang terjadi di
Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur ada delapan pasangan yang menjadi
korban perjodohan paksa pada perkawinan anak dari rentan usia mulai 13 sampai
18 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia terhadap perjodohan paksa pada perkawinan anak,
serta mengetahui faktor dan akibat terjadinya perjodohan paksa pada perkawinan
anak di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode pendekatan deskriptif. Tektik pengumpulan data yang digunakan ialah
berupa wawancara dengan 8 responden yang melakukan perjodohan paksa pada
perkawinan anak, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perjodohan paksa pada
perkawinan anak yang dilakukan olen 8 responden di Kecamatan Cikadu
Kabupaten Cianjur melalui tiga tahapan yaitu, pertemuan pertama dihadiri oleh
orangtua kedua belah pihak tanpa menghadirkan kedua calon mempelai,
pertemuan kedua antara kedua belah pihak serta menghadirkan kedua calon
mempelai, tahap ketiga proses pelsanaan akad nikah. Hal itu dilatarbelakangi oleh
adanya sebab ekonomi, pergaulan, tradisi keluarga. ‘Sedangkan dampak dari
perjodohan paksa pada perkawinan'anak adalah putusnya pendidikan, rentan
terjadinya keguguran,kekerasan dalam rumah tangga, bahkan menimbulkan
perceraian. Pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap
perjodohan paksa pada perkawinan anak, pernikahan tersebut sah selama
terpenuhi Syarat dan rukun nikah, tetapi haram hukumnya jika pernikahan
tersebut menimbulkan madharat. Kemudian Undang-undang No. 16 tahun 2019
tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan
persetujuan kedua mempelai kemudian perkawinan dapat di izinkan apabila kedua
mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Bentuk izin nya dapat
berupa lisan, tulisan isyarat dan diam (tidak ada penolakan secara tegas),
kemudian dalam kompilasi hukum islam pasal 71 disebutkan bahwa “suatu
perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan
paksaan”.
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